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~ Penyidik Periksa Kalaksa BPBD

PADANG - SINGGALANG

+ Penyidik Direktorat
Reserse Kriminal Khusus
[Ditreskrimsus) Polda
Sumbar telah memeriksa
kalaksa dan Bendahara
BPBD Sumbar selama tujuh
fam terkait dugaan penye
lewengan anggaran Covid-
19.

&

Kabid Humas Polda Sumbar,
Kombes Pol Satake Bayu me-
ngatakan keduanya telah da-
tang ke Mapolda pada Senin
(15/3) dan diperiksa sekitar
tujuh jam. "Total ada 33 per-

tanyaan yang dilemparkan pe-

nyidik kepada keduanya," ka-
tanya, Rabu (17/3).
Sesampai di Mapolda Sum-

bar keduanya langsung dhtang

ke ruang penyidik Subdit Tipid-

kor Direskrimsus untuk dimintai

keterangan terkait penggunaan
 realokasi APBD 2020 untuk

penanganan Covid-19.

Selain itu pihaknya juga
meminta sejumlah dokumen
yang dimiliki oleh BPBD Swmbar
terkait pembelian alat yang
bersangkutan dengan penggu-
naan anggaran Covid-19. "Pro-
ses pengumpulan barang bukti
dan keterangan terus dilakukan
terhadap kasus ini," lanjut
Satake.

Sebelumnya Polda Sumbar
telah meminta keterangan dari
dua pejabat terkait dugaan
penyelewengan anggaran Co-
vid-19 dari dana realokasi
anggaran AFBD 2020. Kedua
pejabat yang dimintai kete-
rangan itu yakni Kabid Reha-

bilitasi BPBD Sumbar Suryadi

dan anggota DPRD Sumbar
Nofrizon. P

"Kita mengumpulkan kete-
rangan terlehih dahulu untuk
mengungkap kasus ini," kata
Kabid Humas.

Sementara Kasubdit Tipidkor
Polda Sumbar, Kompol Agung B
mengatakan pihaknya mengum-
pulkan sejumlah dokumen dari
BPBD Sumbar dan masih me-
nunggu dokumen berupa notu-
len pansus tidaklanjut temuan
LHP BPK'terkait anggaran Co-
vid-19. "Kita sudah surati Sek-
wan DPRD Sumbar untuk me-
minta dokumen tersebut dan
masih kita tunggu,” kata dia.

fa mengatakan dalam meng-
hadapi kasus ini pihaknya ingin
mengurut satu per satu mulai
dari dokumen, keterangan saksi
dan ahli mulai dari ahli pidana
hingga ahli Tipidkor. "Kita juga
melibatkan pihak eksternal dan

dalam setiap tahapan proses
akan.selalu kita lakukan gelar
perkara;* kata dia.

Terkait dengan adanya infor-
masi pihak BPBD telah me-
ngembalikan kerugian negara
pihaknya tentu membutuhkan
bukti pengembalian tersebut.
"Jika telah mengembalikan kita
minta bukti pengembalian dan
melakukan evaluasi melibatkan
ahli pidana dan ‘ahli Tipidkor.

~Kita gelar perkara lagi apa

perbuatan ini tercukupi atau
tidak tindak pidana korupsi-
nya,"” katanya. _ ‘

la mengatakan pihaknya -
akan terus bekerja mengungkap
persoalan ini apalagi kasus ini
mendapat perhatian serius
Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni
Harmanto. "Kita akan proses
secepatnya dalam mengung-
kapkan persoalan ini,"” tuturnya
lagi. (109)



